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GUBERNURJAWATENGAH 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 65 TAHUN 2018 
TENT ANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINS! JAWA TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan tambahan 
penghasilan pegawai telah ditetapkan Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri 
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Notnor 51 
Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri 
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian 
Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada 
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau 
Tunjangan sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor · 18 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian 
Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada 
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun 
Atau Tunjangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari 
Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai 
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
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Mengingat 

Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima 
Pensiun dan Penerima Tunjangan, maka Peraturan 
Guberriur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu 
dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a clan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan 
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 - 
92) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

l, 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan. 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l .J'. 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang 
Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Bebart 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dart 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
5174); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5258); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 
Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas . 
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasionai 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau 
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau 
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil; 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 
Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, 
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Menetapkan 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6207); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 
2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 51); : 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN 
KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN 
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI. 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! JAWA 
TENG AH. 

Pasall 
Mengubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 
Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri 
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2017 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 

; 



Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri 
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 51) menjadi sebagai berikut: 

Pasal 3 
(1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun 

sebanyak 14 (empat belas) kali atau sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Besaran tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak termasuk pajak. 

(3) Pajak atas penerimaan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditanggung Pemerintah Daerah atas beban APBD sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

1--J- ab_ at_ an�--+iH-:r-r.i� _Ditetapkan di Semarang 
Wagub pada tanggal 26 Juni 2018 
Sekda 

Diundangkan di Semarang 
padatanggal 26 Juni 2018 
SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 

JAWA TENGAH, 

RTO SOEDARMO 

BERITA DAE H PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 65 · 

JAWA TENGAH, 


	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)

